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TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA DARI BAGIAN ANGGARAN
BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 999.08)
KE BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam Undang-Undang mengenai Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau perubahannya
diatur bahwa perubahan anggaran belanja Pemerintah
Pusat berupa pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainya (BA
999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/
Lembaga ditetapkan oleh Pemerintah;

bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
berwenang mengelola belanja lain-lain;

bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai
pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainya (BA 999.08) ke
Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, telah

ditetapkan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor



2016, No.445

Mengingat

36/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pergeseran
Anggaran Belanja dari Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) ke
Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

bahwa dalam rangka penyempurnaan pengaturan
pergeseran anggaran belanja dari Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya
(BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga, perlu mengatur kembali tata cara
pergeseran anggaran belanja dari Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya
(BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga, yang sebelumnya diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2013
tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dari
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola
Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata
Cara Pergeseran Anggaran Belanja dari Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya
(BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5767);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);



Menetapkan
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3. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PERGESERAN ANGGARAN BELANJA DARI BAGIAN
ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN
BELANJA LAINNYA (BA 999.08) KE BAGIAN ANGGARAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang
selanjutnya disingkat BA-K/L adalah bagian anggaran
yang menampung belanja pemerintah pusat yang pagu
anggarannya dialokasikan pada kementerian
negara/lembaga.

2. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan
Belanja Lainnya (BA 999.08) yang selanjutnya disebut BA
999.08 adalah Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara yang menampung belanja pemerintah pusat di
luar belanja pembayaran bunga utang, hibah, subsidi,
dan transaksi khusus, yang pagu anggarannya tidak
dialokasikan dalam BA-K/L.

3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran
yang disusun oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran.

4. Surat Penetapan Satuan Anggaran BA 999.08 yang
selanjutnya disebut SP-SABA 999.08 adalah dokumen
alokasi anggaran yang ditetapkan untuk suatu kegiatan,
yang dilakukan pergeseran anggaran belanjanya dari BA
999.08 ke BA-K/L.

5. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK

adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan
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(1)

(2)

(3)

digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku

besar, dan/atau data lainnya.

Pasal 2

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
berwenang melakukan pergeseran anggaran belanja dari
BA 999.08 ke BA-K/L.

Anggaran belanja yang dilakukan pergeseran dari BA
999.08 ke BA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan tambahan anggaran belanja kementerian
negara/lembaga.

Anggaran belanja yang dilakukan pergeseran dari BA
999.08 ke BA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan
oleh kementerian negara/lembaga yang telah mempunyai

bagian anggaran.

Pasal 3

Pelaksanaan pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 ke

BA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh

Direktur Jenderal Anggaran setelah mendapat persetujuan

Menteri Keuangan.

(1)

(2)

Pasal 4

Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal
Anggaran atas nama Menteri Keuangan melakukan
pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 ke BA-K/L
dengan menerbitkan SP-SABA 999.08.

SP-SABA 999.08 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dasar pergeseran anggaran belanja dari BA
999.08 ke BA-K/L dan disampaikan kepada Sekretaris
Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I
kementerian negara/lembaga terkait dengan tembusan
kepada direktur di lingkungan Direktorat Jenderal
Anggaran yang menangani BA-K/L terkait.



(3)

(1)
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Format SP-SABA 999.08 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Mekanisme revisi anggaran pada Direktorat Jenderal

Anggaran berdasarkan SP-SABA 999.08 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Kuasa pengguna anggaran menyampaikan usulan
revisi anggaran kepada Sekretaris Jenderal/
Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I
kementerian negara/lembaga dengan melampirkan
dokumen pendukung sebagai berikut:

1. surat usulan revisi anggaran yang dilampiri
matriks perubahan (semula-menjadi);
2. ADK rencana kerja dan anggaran kementerian
negara/lembaga DIPA Revisi;

rencana kerja dan anggaran satuan kerja;

fotokopi DIPA terakhir;

fotokopi SP-SABA 999.08; dan

S

dokumen pendukung terkait lainnya.

b. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/
Pejabat Eselon [ kementerian negara/lembaga
meneliti usulan revisi anggaran dan kelengkapan
dokumen pendukung yang disampaikan oleh kuasa
pengguna anggaran.

c. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/
Pejabat Eselon [ kementerian negara/lembaga
menyampaikan usulan revisi anggaran kepada
Direktur Jenderal Anggaran dengan melampirkan
dokumen pendukung sebagai berikut:

1. surat usulan revisi anggaran yang
ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/

Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I

kementerian negara/lembaga dan dilampiri



